SALINAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 14015/C/KS/2020

TENTANG
IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN CIPUTRA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang . a. bahwa penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja
Sama memerlukan izin penyelenggaraan dari
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

b. bahwa permohonan Yayasan Ciputra Pendidikan
melalui Online Single Submission (OSS) Republik
Indonesia atau Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha  Terintegrasi Secara Elektronik,
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dlmaksud pada huruf a dan huruf b perlu

entang Izin Satuan Pendidikan Kerja
lenggaraan Kelompok Bermain Ciputra;
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang  Pengelolaan  dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor  5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5670);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Kementerian  Pendidikan dan Kebudayaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 242),

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(Be -ta. Negara Repubhk Indoneeua Tahun 2019

n 2020 tentang Perubahan atas
teri Pendidikan dan Kebudayaan
9 tentang Organisasi dan Tata
- Pendidikan dan Kebudayaan
blik Indonesia Tahun 2020

dikan dan Kebudayaan
Tentang Kerja Sama
olaan Pendidikan oleh
g dengan Lembaga

dan Kebudayaan
3/P/2020 Tahun



s e

2020 Tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Dasar, dan Pendidikan Menengah Untuk
Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja
Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan
Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga
Pendidikan Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN KELOMPOK
BERMAIN CIPUTRA.

KESATU :  Memberikan izin Satuan Pendidikan Kerja Sama
Penyelenggaraan kepada:
a. Nama . Kelompok Bermain Ciputra
Sekolah
b. NPSN . 69812675
c. Alamat : Kawasan Puri Widya Kencana
Sekolah Blok L, Kav. 1, Citraland, Kel.

Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri,
Kota Surabaya, Provinsi Jawa
Timur

d. Lembaga . Yayasan Ciputra Pendidikan

: Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 6, Kel.
Karet Kuningan, Kec. Setiabudi,
Kota Administratif Jakarta
‘Selatan, Provinsi DKI Jakarta
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KETIGA ¢ Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA diajukan paling lambat 6 (enam)
bulan sebelum izin berakhir.

KEEMPAT ¢ Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama
Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat dicabut jika pemrakarsa melanggar
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014
Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan
Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan
Lembaga Pendidikan di Indonesia dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA . Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

anb.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH,
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